
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Mengingat

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur kelembagaan

Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan

penataan kembali ketentuan mengenai pendelegasian

wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan

naskah bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan tentang Pendelegasian Wewenang dan

Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang

Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Badan Meteorologi, Klirnatologi, dan Geofisika;

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAJAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA

TENTANG

NOMOR 11 TAHUN 2015

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI,KLlMATOLOGI,DAN GEOF'ISIKA

BMKG
F

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
-,...., -""'"
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977

Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98

Tahun 2000 ten tang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 196) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 32);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
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MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN

GEOFISlKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH

BIDANG KEPEGAWAIAN BAG] PEGAWAI NEGERl SIPIL DI

LINGKUNGANBADANMETEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN

GEOFISlKA.

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 ten tang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Akademi Meterologi dan Geofisika Menjadi

Sekolah Tinggi Meterologi Klimatologi dan Geofisika;

9. Keputusan KepaJa Badan Kepegawaian Negara Nomor 12

Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klirnatologi, dan

Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun

Geofisika;

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika

13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klirnatologi, dan

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;



4

Pasal3

Naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, meliputi:

a. naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi

Kepegawaian; dan

b. naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan

Mutasi Kepegawaian.

Pasal2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa

penandatanganan naskah bidang kepegawaian bertujuan

untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

tugas di bidang kepegawaian di lingkungan BMKG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,

Klirnatologi, dan Geofisika.

2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di

lingkungan Badan Meteorologi, Klirnatologi, dan Geofisika

(BMKG).

3. Mutasi Kepegawaian adalah segala bentuk perubahan

yang terjadi dan disahkan mengenai seseorang Pegawai

Negeri Sipil seperti pengangkatan, pemindahan,

pernberhentian, penggajian, dan perubahan susunan

keluarga.
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Pasal 4

Naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi

Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

meliputi :

a. Surat Keputusan Pengangkatan calon Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;

b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

c. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian dalam dan dari Jabatan;

d. Surat Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar

unit kerja dan antar instansi;

e. Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat calon

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;

f. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Struktural (SPMJ),

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan

Struktural (SPMT), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)

Pejabat Struktural;

g. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Struktural

(SPMMJ);

h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan

Fungsional, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

(SPMJ) Fungsional, dan Surat Pernyataan Masih

Menduduki Jabatan (SPMMJ) Fungsional;

1. usul mutasi kenaikan pangkat;

J. Surat Keputusan Penetapan Hasil Rapat Mutasi Pegawai

Negeri Sipil;

k. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);dan

1. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).
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Pasal6

(1) Kepala Badan rnendelegasikan wewenang dan

memberikan kuasa dalam penandatangan naskah di

bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 kepada pejabat struktural di lingkungan BMKG.

(2) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa

penandatanganan naskah bidang kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

penandatanganan naskah dan/ atau penandatanganan

salinan dan petikan.

Pasal 5

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan

Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b, meliputi :

a. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) Tahun

Terakhir;

b. surat keterangan yang menerangkan Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan BMKG;

c. pengesahan atas fotocopy dokumen (legalisir) Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan BMKG;

d. formulir pengembalian TAPERUM-PNS di lingkungan

BMKG;

e. penandatanganan KP4 atau surat keterangan untuk

mendapatkan tunjangan keluarga;

f. surat keputusan izin perceraian dan perkawinan Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan BMKG;

g. usulan formasi calon Pegawai Negeri Sipil BMKG ke

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan

h. pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan

pemberhentian Jabatan Fungsional PMG.
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Pasal 10

(1) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang
menurut Peraturan Kepala Badan ini, dapat memberikan
kuasa kepada pejabat lainnya.

(2) Pejabat yang diberikan kuasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada
pejabat yang lain.

Pasal 9

(1) Dalam hal pejabat yang telah diberikan pendelegasian
wewenang dan telah diberikan kuasa untuk
menandatangani naskah bidang kepegawaian dimaksud
dalam Pasal 3 belum melaksanakan serah terima jabatan
sehingga jabatan yang lama menjadi kosong, maka
atasan pejabat yang berwenang berhak menandatangani.

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rnerupakan pejabat yang spesimen tanda tangannya
telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia.

pembuatan spesimen tanda tangan.
(2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia.

atau pemberian kuasa
bidang kepegawaian yang
Kepegawaian sebagaimana
4 ditindaklanjuti dengan

Pasa18
(1) Pendelegasian wewenang

penandatanganan naskah
terkait dengan Mutasi
dimaksud dalam Pasal

penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalarn Pasa14, sesuai dengan Larnpiran Peraturan

Kepala Badan ini.

kuasapemberiandanwewenangPendelegasian

Pasal7
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~1.:I::fti~ sesuai dengan aslinya,
~~I(lCWI~'W Hukum dan Organisasi

YASONNAH. LAOLY

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 677

Ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDIEKA SAKYA

Ttd.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

KEPALABADANMETEOROLOGI
KLIMATOLOGI,DANGEOFISIKA,

Peraturan Kepala Badan 101 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang men getahuinya , memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian

Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi

dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PendelegasiantentangSK.185/KP.003/KB/BMG-2005

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka

Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor

Pasal 11



WEWENANG KUASAMENANOATANOANIKEPUTUSANKEPEOAWAlAN BERLAKU UNTUK
NO JABATAN

ASL.I SAL.INAN JENIS KEPUTUSANKEPEGAWAlAN GOL.RUANO E:SELON
LlNGKUNGAN KETERANGAN

PETIKAN
I 2 3 4 .; ,; 7 8 9

I Sekrctaris Utarna ~ . Pengangkatan eaton PcgawaiNegeri Sipil dan Pengangkatan Ill/a· m/c ElMKG a.n. Kepala BMKG, Sekreraris Utama
eaton PegawaiNegcri Sipil mcnjadi Pcgawal Ncgeri SipiJ menandatangani SK calon PNS& PNS
kecuali yang tewas atau cacat karcna dlnas
~LaU yang menjalani masa pcrcobaan lebih dari 2 (dua) tahun.

2 Kcpnln Biro Umum V Pengangkatan eaton PcgawalNcgeri SipUdan Pengangkatan lila· ui/c BMIW a.n. Sekretaris Utama, Kcpala Biro Umum
calon PegawaiNegcri Sipil mcnjadi Pcgnwui Ncgcri Sipil mcnandataugani Petikan & salinan SK
kecuali yang tcwas atau cacai karcna dinas calon PNS& PNS
atau yang mcnjalani rnasa percceasu lebU,dari 2 (dual Lahun.

3 l<epAIIlBiro Umurn V Pcngangkatan calon Pcgawn!Negcri Sipil dan Pengangkatan [fa . IIle 13MK(1 a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umurn
calon Pegawai Negeri Sipil mcnjadi Pcgllwai Ncgeri Sipil mcnandatangani SK eaton PNS /!t, PNS
kecuali yang tewas atau C.1CAl karena dinas
ala" yang rnenjalani masa pcrcobaan lebih dar! 2 (dua) tahun.

4 Kepala Bagian V Pengangkatan calon Pegawa!Negeri Sipil dan Pengangkatan I/a • Ulc BMKG a.n. Kepala Biro Umum. Kopala IJagian SDM
Sumber Oaya Manusia calan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pcgawai Nege";S.pil menandatangani SK eaton PNS& PNS

kceuali yang tewas atau cacat karcna dinas
atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) talmo.

A SURAT KEPUTUSAIf PENOAlfGKATAIf CALOIf PEGAWAI REGER! SIPIL DAIf PEGAWAI IfEGER! SIPIL

I. l'lASKAH BIDAlfO KEPEOAWAJAR YAI'lO TERKAlT DEIfOAl'l MUTASI KEPEGAWAlAlf

PENDEl£GASlAN WEWENANO DAN PEMBERJAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIOANG KEPEOAWAlAN BAGI PEGAWAl NEGERJ SIPIL
01 LINOKUNOAN BADAN METEOROLOOI, KLlMATOLOGI, DAN GEm'ISIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN METI;;QROLOGI, KUMA1'OLOGI, DAN GEOFISll{A
NOMOR 11 1'AHUN. 2015
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERJAN KUASA BIOANG KEPEGAWi\JAN
BAGI PEGAWAl NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN BAOAN METEOROLOOI, KLfMATOL.OGI, DAN OEOF'ISIKA
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WEWENANG/ KUASAMENANDlIl'ANOANJKEPUTUSANKEPEGAWAJAN BERLAKU UNTUJ<
NO JABATAN

A5U SAUNAN Jf:NI5 KEPUTUSANKEPEGAWAJAN ESELON
LlNGJ<UNOAN KETERANOAN

PETJKAN GOL. RUANG

I 2 3 I 4 5 6 I 7 8 9

1 Sckretaris Utama V Pengangkatan, Pcmindahan dan Pemberhentian Eselon U BMKO a.n. Kepala BMKO, Sekretaris utarea
PegawaiNegcri Sipil drui dan datam Jabaum menandatangani Pelikan & Salinan 5K

:.1 Sekretaris Utamn 'i Pengangkatan, Pemindahau dan Pemberbentian Eselon IIIke BMJ<G a.n. Kepala BMKG, Sckrctaris utamu
PcgawaiNegeri Sipil dAri dan dalarn .rabatan bawoh mcnandatangani SK .Jabarnn Strukrural

3 Kepala Biro Umum .,J Pengangkatan, Pcmlndahan dan Pemberhentian Eselon lIJ ke BMKG a.n. Sekretaris Utarna, J{epalamoo Umum
PegawaiNegeriSipiJdandan dalam JabalaJ1 bawah menandatangani Petjkan &, Salinan 5K

.Jabatan StrukruraJ

C. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DAR! DAN DALAM JABATAN

WI';WENANG/KUASA MENANDATANGANIKEPUTUSANKEPEGAWAIAN BERlAKU UNTUK
NO JABATAN SALrNAN JENIS KEPUTUSANKEPEGAWAIAN

LlNOKUNOAN KETe:RANGAN
ASU

PETIKAN GOL. RUANO ESELON

I 2 3 4 I 5 6 I 7 8 9

I Sekretaris Utama V Kenaikan Pangkat Pegllwai Negcri Sipil kecuali Kcnaikan IVla·IVlb BMKG a.n. KepaJaBMKO, Sckrctaris Ulallia
Pangkat Anurnerra dan Pengabdian, menandatangani Pelikan / Salinan

SK Kenaikan Pangkat

2 Sekretaris Utama V Kenaikan Pangku! PcguwaiNegeri Sipil kccuali Kenaik"n mla·lll/d BMKG a.n, Kepala BMKG, Sekretnris Utama
Pangkat IInumC.'A cllln l"Cngllbdian. mcnandatangani SK Kcnaikan Pangkat

3 Kcpala Biro Umunl V Kenaikan Pangkat r~gaw:1I Ncgeri Sipil kccuali Kenaikan mla· mId BMKO a.n. Sckretaris Ulama, KepaJaBiro Umum
Pangkat Anumerta dan Pengabdian. mcnandatangam Peukan & Salman

SK Kenaikan Pangkat

" Kepala Biro Umum " . Kenaikan Pangka. I'cgnwai Negcri SipiJ kecuali Kenaikan II/a·ll/d DMKO a.n. Sekretaris Utamn , Kepata Biro Umum
pangkat Anurnertn clan Pcngabdlau. mcnandatangani SK Kcnalkan PangkaL

5 Kcpala Baaian V Kenaikan Pangkat PCRawa;Negcri SipU kccuali Kenaikan lI/a·ll/d BMKG a.n. Sekretaris Utarna , kcpala Bagian SDM
Sumber Daya Manusia Pangkat Anumenn dan Pengabdian. menandatangani PCLi~'n &. Salinan

SK Kcnaikan Pangkat

6 J,epajaBazian -J Kenaikan Pangkfll PegawalNelleri Sipil kecuali Kcnaikan lb· lid 8MKO a.n. Sekretaris Utama, KcpaJaBagian SDM
Sumber Daya Manusi" Pangkat Anumena dan I'engabdian. menandatangani SK Kenfli\mn Pangkat

7 I<coalaSub Baaian ~ Kenaikan Pangkat PegawuiNelle"i Sipil kecuali Kenaikan lib· lId BMKG a.n, Kcpala Bagian SDM,
Mutasi SDM Pangkat Anumertn dun Pcngnbdian. Kepala Sub Bagian Mll.nl<i SOM

mcnandatangani Pelikan &, Sallnan
SK Kcnaikan Pangkat

B SURAT KEPUTUSAN KENAIKAIf PANGKAT PEGAWAJ liEGERI SIPlL



WgW€NANG/ KUASA MENANDATANGANIKEPUTUS."NKEPEOAWAIAN BERLAKU UNl'UK
NO JABATAN ASLI SALlNAN JENIS K~;PUTUSANKEPgGAWAIAN ESELON

LlNOKUNOAN KETERANGi\i'li
PEnKAN

OOL. RUANO

I 2 3 I 4 5 6 7 8 9

I Sekretaris Utama " - a. sural pernvntann Mcnduduki Jabatan ISPMJ) Esclon 11& III BMKG a.n. Kepala BMKO, Sekretaris Utama
b. surat pernyataan Mclaksanakan 1\'gas (SPMTI menandatangani SPMT, SPI', SPMJ
c. sural pernyataan Pelanukan ,SPPI

2 Kcpala Biro Umum " a. SUI'al Pernyataan MenduduJci.labaran (SPMJI Esclon IV & V 13MKO a.n. Kepala BMKO. Kcpilln Biro Umum
b. Surat Pernyataan Metaksanakan Tugas (SPMTI rnenandatangani SPMT, SPI', SPMJ
c. Sura! Pernyaraan Pclantikan (SPPI

F. SURAT PERNYATAAN MENDUDUKJ JABATAN STRUKTURAL (SPMJ), SURAT PERlfYATAAN MELAKSANAKAl'l TOGAS JABATAN STRUKTURAL (SPMT), SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP) PEJABAT STRUKTURAL

WEWENANO/ KUASAMENANOl\l'ANOANI KEPUTUSANKEPEOAWAIAN BERLAKU UNTUK
NO JABAT;\N

ASI.I I Sl\LINAN I JENIS KEPUTUSANKEPEGAWAIAN I ESELON
LlNGKUNOAN KETERANGAN

PETIKAN
GOL. RUANO

I 2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

I Sekretaris Otama

I

~ remberhcnti:'tn dongan hormat sebagai Pcgawai Negeri Sipil rv/a-rV/b

I

BMKO a.n, Kepala BMKG. Sckretaris Utarna
mcnandatangani Salinnr &. PC'uk"nSK

'2 Sekretaris Utama V

1
l,pemberhCJ1dandcngan hormat sebagai calon "cgawai Nege";Sipi! IlI/a· IJI./d

I
8MKG a.n. Kepala BM.KG, Sekrewlis uiama

dan Pcgawai NegeriSipil menandatangani SK

3 Kcpala Biro Umum

I
~ r=dcngnn horrnal sebagai calon PegawaiNeAe,; Sip.1 11I/a . Ili/d

I
BMKG a.n. Sckrctaris Utama, Kcpnltl Btro Umuw

dan PegawaiNege,; SipiJ menandatangani Petikan & Salinan SK

" Kepala Biro Umum " I
I,pemberhcntian (lcnglln hormat sebagai eaton Pcgawai Ncgeri Sipil Ila - l1/d

I
BMKG a.n. Sekretaris Utarna. Kepnla BIro Umum

dan PegawaiNCA("'iSipil rncnandar.angani SK

5 Kepal!) Bagian

I

oJ l~emberhCntian dcngan hormat scbagai calon PcgawaiNege,'; Sip.1 I/o. - l1/cl

I
BMKO a.n. Kepala Biro Umum, Kopala Bagian SDM

Sumber Daya Manusia dan Pcgawal Ncgcri Slpil menandatangam SK

E. SURAT KEPUTUSAl'f PEMBERHEHTIAN DEHGAN HORlllAT CALON PEGAWAI KEGERI SIPIL DAN PEGAWAI N£GERI SIPIL

WEWgNANG/ KUASAMgNANDATANGANI KEPUTUSANKEP~:GAWA1AN BERLAKU UNTUK
NO JABATAN ASI.I SALINAN JENIS KEPUTUSANKEPEGAWAIAN

LrNOKUNOAN KETERANOi\i'li
OOL. RUANO ESELON

PF.TlKAN
J 2 3 I 4 5 6 I 7 8 9

I Sekretaris Utarna oJ - Pemindahan antar unit kerja dan antar lnstansi I/a·IV/c BMKG a.n, Kepala BMKG, sekreiarts utarnn
menandatangani SK Pindah &, Pcrselujuan
Pindah Keluar BMKO

2 Kepala Biro Urnurn oJ Pemindahan antnr unit kerja dan antar lnstansi I/a - IV/e BMKG a.n. Sekretaris Utruna. Kcpala Biro Urnum
menandatanganl SK Pindah &, Persetujuan
Pindab Keluar BMKG

D. SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAJII PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DAN ANTAR ll'ISTANSI



WEWENANO/KUASAMENANDATANOANIKEPUTUSANKEPEGAWAlAN BERLAKUUNTUK
NO SALINAN UNOKUNOAN KETERANOAN

JABATAN ASLI
PETIKAN

JENIS KEPUTUSANKEPEGAWAlAN 001.. RUANO ESEWN
1 2 3 4 I 5 6 I 7 8 9

I Sekretaris Utama V - Sural PcrnyataanMasih Meoduduki Jabatan (SPMMJI Eselon II BMKO a.n. KepaJaBMKG, Sekretaris Utama
menandatangani SPMMJ

2 KcpalaBiro Umum V Surat PernyataanMasih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Eseloo III Kantor Pusat dan UfYl' a.n. KepaJaBMKG, KepalaBiro Umum
menandatangani SPMMJ

3 Kepata Baaian -I - Surat PemyataanMasih Menduduki Jabatan (SPMMJ) EselonlV Kantor Pusat dan UP1' a.n, KepaJaBMKO, KepalaBagian SDM
Sumber Oaya Manllsia menandatangani SPMMJ

4 KepalaVPT -I - Sural PernyataanMasih Menduduki .Jabatan(SPMMJ) Pejabat UfYl' a.n, KepalaBMKG, KcpnlaUPT
StrukluraJ menandatanganiSPMMJ
di bawahnva

G. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAl'i STRUKTURAL ISPMMJI



, ,
WEWENANGI KUASA MENANDATANO/\Nl KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK

NO SALINAN LINGKUNOAN KETERANOM
JABATAN ASLI JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANO ESE LON

PETIKAN
I 2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

l Sckretaris Utama " - a. SPMT rv/a - IV/c Sekretariat Ut.ama a.n. KepaJa BMKC, Sekretaris Utama
b. SPMJ Satuan Kcrja Mandiri mcnandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c. SPMMJ dan UP1'

2 Deputi I, II, III & IV " a. SPMT IV/a-IV/e Kedepuuan masing-masing a.n. Kepala BMJ<G. Dcputi menandatangani
b. SPMJ SPMT, SPMJ. SPMMJ
c.SPMMJ

3 Kepala Biro >/ - a.SPMT IU/d ke bawah Sekretariat uiama a.n. Kcpala BMKG, Kepala Biro
b. SPMJ menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c. SPMMJ

4 Kepala Pusat >/ a. SPMT lli/d ke bawah Pusat masing-rnasing a.n. Kepala BMKO. Kepala Pusat
b.SPMJ menandatangani SPMT. SPMJ, SPMMJ
c. SPMMJ

5 Kcpala UrT " a. SPMT lli/d ke bawah Pusat mastng-rnaslng a.n. Kepala BMKC. Kcpala UP'!'
b. SPM.J mcnandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
C. SPMMJ

6 lnspekrur ..J a. SPMT IV Ie ke bawah tnspektorat a.n. Kepala BMKO, lnspektur
b. SPMJ menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c. SPMMJ

H. SURAT PERl'lYATMl'J MELAKSANAKAJII TUGAS (SPIIIIT)JABATAN FUlfGSIONAL SURAT PERNYATMl'J MENDUDUKI JABATAB (SPMJ, FUNGSIONAL DAN SURAT PERNYATMl'J MASm MEBDUDUKI JABATAN (SPMMJ) FUNGSIONAL
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WEWENANO/KUASA MENANDATANOANIKEPUTUSANKEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK
NO JABATAN SALINAN JENIS KEPUTUS/\NKEPECiAWAlAN ESF:WN

LINOKUNGAN KETERANOAN
ASLI

PE:1'IKAN GOL

I 2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

I Kcpala Baainn oJ . Kenaikan Gaji Bcrkala m/a-IV/e Kantor Pusat, Pusat Pcnelitian a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM
Sumber DAyaManusia dan Pengembangan, menandatangani KOB

Pusal Pcndidlkan danPelatihan.
dan lnspektorat

2 KCJ)1IlaSub Oa~ian oJ - Kenaikan Oaji Berkala I/a· n/d Kantor Pusat, Pusa; Penelilian a.n. KepaJaBMKO, Kepala Sub Bagian Mutasi SDM
Multlsi SDM dun Pengembangan, rnenandatangani KOB

PlISAt Pendidlkau darif'elatihan,
dan tnspektornt

3 Kopala UP1' .J . Kenaikan Oaji Berkala N ke bawah UPT a.n, Kepala BMKG, Kepala UPT rncnandatangani KOB

K. KENAIKANGAJI BERKALA(KGB)

WEWENANG/KUASA MEN,\ND/\TANGi\NI I<F;PUTUSANKEPEGAW/\IJ\N BERJ..AKUUNTUK
NO JABATAN SALINAN JENIS KEPUTUSANKEI'E:GAWAlI\N ESEWN I.INGKUNGAN K~:TEI~ANGAN

ASLI
PETIKAN GOL

I :2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

I Kepam Oiro Urnum .J Penetapan HasilRapat MUlasi l/a·IV/c Kantor Pusat, Pusat Peuetitian a.n. Kepala BMKG. Kepala Biro Umum
dan Pcngernbangan, menandatangani Hasil Rapat MUIA"i

Pusat Pendidikan danPelatihan.
dan lnspcktorat

J SURAT KEPUTUSANPENETAPANBASIL RAPATMUTASIPEGAWAINEGERI SIPIL

WEWENANO/ KUASAMENANDATANOANIKI~PUTUSANKEP8GAWAIAN BERUlKU UNTUK
NO SAL-LNAN l-INOKUNOAN KE:1'ERANGAN

JABATAN ASLI PETlKAN
JENIS KEPUTUSANKEPE:OAWAIAN GOL. RUANO ESEWN

I 2 3 4 I 5 6 I 7 8 9

I Sekretaris Ulama " - UsuJMumsi Kenaikan Pangkat; tvt«: IV/e BMKG a.n. Kepala BMKO, Sekretans Utama
a. Pillhan Sekretaris Utama usutan Kcnaikan Pangkat
b. Regulcr
c. Anurnerta
d. Pengabdian

2 Kepala Biro Umum " - Usul Mutasi Kenaikan Pangkat tvt«. rv/b OMKO a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum
a. Pilihan menandatangani usutan Kenaiklln Pangklll
b. Reguler
c. Anurnerta
d. Pengabdian

3 Kepain l3al\ian " - Usul Mutasl Kenaiknn Pangkat lIb· lLi/d OMKG a.n. Kepala BMKG. Kepala Bi.gltHl SOM
Sumbcr DAYAMnnusiA a. Pilihan menandatanganl usulan Kcnaikan Pangkal

b. Regulcr
c. Anumerta
d. Pcngabdian

I. USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT
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L. DAFTAR PERORANGAN CALON PEIfERIMA PENSIUN (DPCPI
WEWENANGI k.VASAMENANDATANGANIKEPUTUSANKEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK

NO
JABATAN ASLI SAUNAN .lEN IS KEPUTUSANKEPEGAWAlAN

L1NGKUNGAN KETERANOAN
PETIKAN

GOL. RUANO ESELON

I 2 3 4 5 6 I 7 8 9

I KcpaJaBiro Umum V Oaftar Perorangan eaton Penerima Pensiun IV/d·IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepaln Biro Umum
menandatangani OPel'

2 Kcnala Bap:ian ..J Daftar Pcrorangan eaton Pcnerima Pensiuo Samnai BMKG a.n. Kepala BMKO, Kopala Baginn SOM
Surnber Daya Manusia tvt« menandatangani opel'

3 Kepala UPT " · Daftar Perorangan cajon Pcocrima Pensiun Sarnpai UPT 3..0. Kepala BMKG, KepalA UPT
IV/a menandatangani OPeP

" Kepala BaRian V Usul calon PegawaiNegenSipU Ila . Ui/c BMKG a.n. KepaJaBMKG, Kepalll Bagian SOM
Sumber Oaya Manusia menandatangani usulan eaton PNS

5 Kepala Bagian V · Usul pertimbangan teknis pengangkatan calon PegawalNcgcri I/a·lll/e BMKO a.n, Kcpala BMKG. KepA11IBagian SOM
Sumber Oaya Manusia Slpil yang rncnjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun mcnandatanganiusulan pcrtimbanganteknis

6 Kepaln lJPT ..J · UsuJMutasi Kenaikan Pangkal In· IVla UPT rnasing-maslng a.n. Kepala BMKO, KCI)aJ~UI>'!'mcnandatangani
a. Anumerta usulan Kenaikan Pangkai
b. Pengabdian
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WEWENANG/ KUASAMENANDATANGANIKEPUTUSANKEPEOAWAIAN m~RLAKUUNTUK
NO JABATAN

I\SLI SALtNAN JENIS I<EPUTUSANKEI'EOAWAJAN GOL. RUANO ESELON
UNGKUNGAN KETERANOAN

I'ETIK.I\N
I 2 3 I 4 I 5 6 7 8 9

I Kepala Biro Umum ..J - Pengesahanalas [otocotn; dokumen flA:gaJisirl Sampai BMKG Pusat a.n. Kepala BMKG. Kepala Biro Umum
Pengangkatan Honorer ID/a menandarangani legalisir

2 KepaJuSub Bal(ian " Penaesahanatas (olocap,1J dokumcn flA:I\IIUslrl lIb -IV/e Kantor Pusat, Pusai Penelitian a.n. Kepala BMKG. Kepala Sub Bagian MUlusi SOM
MUIIISi SUIDbcrDaya PegawaiNcgeri Sipil BMKO elan Pengernbangan, menandatangani tegalisir
Manusia Pusat Pcndidikan danPel,uihnn.

elfin tnspektorat

3 Kcpala UpT ..J - Pengesahanalas (OfOCOP.1i elokumcn fLcl(alisi"l I/a-IV/a UPTmasing-rnasing a.n. Kepala BMKO. Kepala UPT ruenandatangnni IcgaLislr
PegawaiNegeriSipd 8MKG

C PENGESAHAJIrATAS rotocorr DOKUMEl'l (LEGALISlR) PIroAWAll'lEGERI SlPlL DI LIl'fGKUl'IGAI'I BMKG

WEWENANO/ KUASAMENANDATANOANIKEPUTUSI\N KEPEO,'WNAN BERlAKU UNTUK
NO JA8ATI\N

ASLI SALINAN JI~NJSI([';PUTUS/\NKEPEOAWI\JI\N GOL. RUANO ESEWN
LINGKUNGAN KETERANOAN

PETlKAN
1 :2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

I kcpalu Biru UIllUI1l " - Surat Keterangan PegawaiNegeri Sipildi lillgkunAfll1 8MKG Sarnpai BMKG Pusat a.n. Kcpala BMKG. Kopala 8i,'o UmUOl rnennndatnngant
IV/e Su I'm Ketcrangan

'1 Kepalll BSJ1.lan " - SUral Keterangan PeAawaiNes:criSipll eli lingkungan BMKG IV/e - rv/e BMKG n.n, Kepala BMKO. Kepala Bagiao SOM mcnandutnngnnt
Sumber Daya Manu stn Sural Keterangan

3 Kepala Sub !:InltlOn " - Sural Keterangan PegawaiNegeri Sipil di tingkungan I;lMKG lIb - [VIc 8MKG a.n, Kepala BM.KG. KepaJaSub Bagian Administrns! dan
Administraai dan Kesejahteraan SDM menandatangani Surat KelCrangan
Kcscjahtcraan
Sumber DlIYa Manusia

4 KCp..lla UPT " Sural Kcterangan PcgawaiNcgcri SipiJeli lingkungan BMl<G I/a -IV/a UPTmasing-masing a.n. Kcpala BMKG. Kepala UPT menandatanganl
Sural Keterangan

B SURAT KETERANGAI'I PEGAWAJ HEGERI SIPJL DJ LJI'IGKUl'IGAN BMKG

WEWENANG/ KUASAMENANDATANGANIKEPUTUSANKEPEGAWNAN BERlAKU UNTUK
NO JABATAN

ASU I SALINAN I JENIS KEPUTUSANKEPEGAWAIAN I ESELON
LINGKUNGAN KETERAJIIOAN

PETlKAN
OOL. RUANO

I 2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

I Kepala Biro Umum "
I

- I,sural Pemyataan Tidak Pemah Dijaluhi Hukuman Disiplin IV/d - rv/e

I

BMKG a.n. Kepala BMKO. Kepaja Biro Uroum
Tingkat Sedangatau Beral dalam I (saw) tahun terakhir menandatangani sural pemyataan

2 KcpaJaBaJ:inn "
I

- ISuml Pemvataan Tidak Pernah Ditatuhi Hukuman Disiplin Ila - IV/e

I

BMKO a.n. KepaJaBMKG. Kcpala Ba,gianSDM
Sumber DaYAManusu) Tingkat Sedangatau Bern. dalam I (satu) tahun lcrakhir menandatangani sural pemyalaan

3 KCIXlloUPT

" I

- I~urat Pernyataan Tidak Pcrnah Dijaruhi Hukuman Disiplin u«. tvt«

I

UPTmasing-masing a.n. Kcpala BMKO. Kepala UPT menaudataugani
Tingkat Sedangaiau Berat dalam I [satu] tahun terakh;r surat pernyataan

n. NASKAR BlOAI'IG KEPEGAWAIAN YANG SELAlN TERKAlT DENGAI'I MUTASJ KEPEGAWAJAN
A SURAT PERNYATAAN TIDAl< PERI'lAH DIJATUHI HUKUMAN DlSIPLII'I TII'IGKAT SEDAI'IG ATAtI BERAT DALAM 1 (SATU) TAHtIl'I TERAKHIR



WEWENANO/ KUASA MENANDATANGANI KEPUl'USAN KI~PEOAWAIAN BERLAKU UNTUK
NO JI\BATAN

ASLI SALlNAN JENIS KEPUTUSAN KEPEOt\WAIAN ESEl.ON
LlNOKUNGAN KE:TERJlNGAN

PETIKAN GOL

J 2 3 4 I 5 6 I 7 8 9

I Sekretaris Utama " Izin Perceraian dan Perkawinnn Sampai Kantor Pusat. Pusat Penelitian a.n, KepaJa BMKC, Sekretaris Utama menandntangnnl
IV/e dan Peugembangan. Izin Perceraian dan Perkawinan

Pusat Pendidikan danPclatihan.
dan lnspektorat

F SURAT KEPUTUSAN IZlN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN PEGAWAI MEGERl SIPIL 01 LlNGKUNGAN BMMG

Wi!;WENANC/ KUASA MENANOATANCANI KEPUTUSI\N KEPECAWAIAN BERLAKU UNTUK
NO JABI\TAN

ASLI SALINAN JENIS KEPUTUSAN KEP~;CI\WAlAN ESEl.ON
LINGKUNGAN KETF:RANGAN

PIITTKAN
GOL

1 2 3 I 4 I 5 6 7 8 9

I KcpaJa BalliA n ..J KP4 atau Sural Ketcrangan untuk McncJnp(llkan Pembayaran Sampai Kantor PUS8l, Pusat Penclitian a.n. Kepala BMKC, Kepala Bagian SOM
Sumber Oayn Mnnusin Tunjangan Keluarga IV/e don Pengcmbangan, mcnandarangani form

Pusal Pcndldikan danf'elatlhan,
dan Inspcktora;

2 Kcp"la UPl' ..J - KP4 atau Surat Kete.rangan untuk Mcndapatkan Pernbayaran llb-IV/b UP'!' masing-masing a.n. KepaJa BMKO. Kepnla UPT mcnandamngnni form
Tunjangan Keluarga

E PENANDATANGANAN KP4 ATAU SURAT KETERANGAIr UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

WEWE:NANG/ KUASA MENANOATANOANI KEPUTUSAN KEPEOAWAIAN BERLAKU UNTUK
NO JAJ:3ATAN SALlNAN JENIS KEPUTUSAN KEPEOAWAlAN

LINGKUNCAN KETERANGAN
ASLI

P8TIKAN
GOL ESELON

J 2 3 I 4 I s 6 I 7 8 9

1 Kepala SAAian ..[ Form Pengembalian TAPERUM Sampai Karnor Pusat, Pusat Pcnctitian a.n. Kcpala BMKG. KepaJa Bagian SOM
Sumber Daya Manus"l !VIe dan Pengembangan, menandatangani form

Pusat I'cndidikan danPelatihan.
dan Inspcktorar

2 KepaJa UPT ..[ - Form Pengembalian TAPERUM lIb - !V/b UPT mnsing-masing a.n. Kcpala BMKG, Kcpala UPT menandatangani form

D. FORMULIR PENGEMBALlAIf TAPERUM-PNS DI LINGKUNGAN B.MKG
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AND! E:KA$AI\.'YA

Ttd.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLfMATOLOOl, OAN GEOFI$lKA,

. .
WEWENANG/KUASA MENANDATANOANIKEPUTUSANKEPEGAWAlAN BERLAKU UNTUK

NO ,IABATAN SALINAN LINOKUNGAN KETERANGAN
ASLI

PE1'IKAN
JENIS KEPUTVSANKEI)EOAWAlAN 001.,. RUANO ESELON

1 2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

I Sekretaris Utama oJ Pengangkatan, Keriaikan, Pembebasan Sementara dan rv/a-IV/b BMKG a.n, Kepala BMKO. Sekretaris Utama menandatangani
Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG Pelikan I Salinan SK

2 Sekrctaris Utama ..J Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan nT/a - ILI/d BMKO a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani
Pemberhentian Jabatan Fungsionat PMO SKosli

3 Kepala Biro Umum - " Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan semeruara dan Ill/a· mId BMKG 8.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Omura
Pernberhentian Jabatan F'ungsional PMO menandatangani Pctikan / Salinan SK

4 Kepala Biro Umum oJ Pengangkatan, Kcnaikan, Pembebasan Sementara dan IIle - II/d BMKO a.n. Sekretaris Utama, Kcpala Biro Umum
Pemberhcnlian Jabatan Fungsional PMG menandatangani SK asli

5 Kepala 8a.l!.ian " Pengangkatan, Kcnaikan, Pcmbebasan Scrnentara dan IIle • !lId BMKG a.n. Sekrctaris Utama, Kepala Bagian SDM
Sumber Daya Manusia Pcmberhentian Jabatan F'ungsional PMO menandatangani Pelikan f Salinan SK

H. SURAT KEPtlTtlSA1I PENGARGKATAII KERAlKA1I PEM1IEBASA1ISEMENTARA DAN PEMBERHENTIAlI JABATAN Ft1lfGSIO.NAL PMG

WEWENANO/ KlJASAME:NANDATANOANlKEPUTUSANKEPEOAWAlAN BERLi\KU UNTUK
NO

ASLI I SALINAN I I LlNOKUNOAN KETERANOAN
JABATAN PETIKAN

JENlS KEPUTUSANKEPEOAWAIAN 001.,. RUANO ESELON

1 2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9

1 Kepala Baglan " I
- rSul calon PNS lIb - Ul/c

I
BMKO a.n. Kepala BMKO, Kcpala Bagian SDM mcnandatangani

Sumber Daya Manusia usulanCPNS

G. USULAIJ FORMASI CALOR PEGAWAlR&G£R1 8lPIL BMKG HE HEMERTltRlAlf PEMBERDAYAAlf APARATUR REGARA DAR REFORMASI BIROKRASI REI'UBLIK 11ID01l£SlA


